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PERATURAN DAERA.H KOTA PALEMBANG 

NOMOR ~ TAHUN 2010 

TENTANG 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 767 Tahun 
2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 
tentnng Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan, sejalan dcngan Undang-Undang 
Nomor 28 Tal1Un 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu 
memperbaharui Peraturan Daerah tersebut untuk disesuaikao dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebib tinggi ; 

b. bahwa sebubungao dengan huruf a, maka untm: roemberikan pedoman yang jelas dalam 
pemberian izin pendirian dan pembongkaran bangunan dalam Kota Palembang, 
disesuaikan dengan kebutuban dan perkembangan keadaan dewasa ini, perlu menetapkan 
pengaturan pcmbcrian izin mendirikan bangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu 
membentuk Peraturan Daerab tentang lzin Mendirikan Bangunan. 

Mengingal l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan 
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor I 82 l ); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara RI 
Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara RI 
Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3318); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi $umber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3419); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran 
Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tcntang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 
RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470); 

8. Undang-Undaog Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI 
Tahun 1992 Nomor 53, Tambaban Lembaran Negara RI Nomor 3481); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI 
Tahun 1999 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara Rl Nomor 3881 ); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RJ 
Tahun 2004 Nomor 32, Tarnbahan Lcmbaran Negara RI Nomor 4377); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pcmbentukan Peraturan Pernndang
undaogan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara 
Rl Nomor 4389); 

12. Um.lan1:1-Umlang Numur 32 Tabun 2004 tenta.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4844); 
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13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3186); 

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 

15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tarnbahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5036); 

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah 
(Lembaran Negara RI Tabun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5049); 

l 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara 
RI Tahun 2009 Nomor 133, Tamb&1an Lembaran Negara RINomor 5052); 

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5059); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun I 983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI No.111.r 3258); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun J 9{'\" tentang Penyediaan dan Penggunaan 
Tanah serta Ruang Udara di sek.itar Bandar'' 8ara (Lembaran Negara RI Tahtm 1986 
Nomor 75, Tambahan Lembaran l\'egara Nomor 3353); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 l Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingk:ungan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84, Tambaban Lembaran Negara 
Nomor 3538); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 83); 

23. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4737); 

24. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 
25. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi 

Kawasan lndustri ; 
26. Pcraturan Mcntcri Dalnm Ncgcri Nomor 4 Tohun 1996 tentnng Pedomao Perubahan 

Pemanfaatan Lahan Perkotaan ; 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau Kawasan Perkotaan; 
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri 

Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
18 Tabun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINF0/03/2009, 
Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 
Telekomuniknsi; 

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tekoi.s 
lzin Mendirikan Bangunan Gedung ; 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan t.:mum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung ; 

31. Keputusan Menteri Negam Pekerjaan Umum Nomor !O/KPTS/2000 tentang Ketentuan 
Teknis Pengarnanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan ; 

32. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor I 1/KPTS/2000 tentang Ketentuan 
Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan ; 

33. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Nomor 58/KPTS/DM/2002 
tentang Petunjuk Teknis Reocana Tindakan Oarurat Kebakardll pada Bangunan Gedung; 

34. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayab Kota Palembang Tahun 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 
2000 Nomor 12); 

35. Peraturan Daera\1 Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 
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Menetapkan 

36. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kola Palembang (Lembaran Daerah. Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 9). 

Oengan Penetujuan Bcrsama 

DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

Dan 

W ALIKOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG IZJN MENDIRJKAN BANGUNAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal,f '' 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deitan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang; 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang; 
3. Walikotaadalah WalikotaPalembang; 
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang 

• 

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang; 
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Pe.rseroan Terbatas, Perseroan 

Jainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan narna dan dalam beotuk 
apapun, Pe.rsekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Kopcrasi, Yayasan atau 
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya ; 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan bangunan sesuai 
dcngan ketentuan peraturon perundang-undangan yang berlaku. 

9. Petugas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tata Kota yang 
melaksanakan suatu tugas dcngan surat pcrintah tugns olch KepnlnDinns Tntn Kota; 

10. Pereocana bangunan adalah orang atau badan hukum yang roemiliki surat izin 
dibidang perancangan dan perencanaan bangunan ; 

J l. Pelaksana Bangunan adalah orang atau badan hukurn yang memilik.i surat izin 
dibidang pelaksanaan bangunan ; 

12. Pengawas bangunan adalah orang atau badan hukum yang memiliki surat izin 
dibidang pengawasan bangunan ; 

13. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan 
bangunan yang ditetapkan oleh Walikota, meliputi bangunan gedung, non gedung, 
menara dan konstruksi reklame ; 

14. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang 
ditetapkan; 

15. Sertifikat Laik Fungsi selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitknn 
oleh Pemerintah Daerab uotuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung 
baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya ; 

16. Perpanjangao Scrtifikat Lail< Fungsi adalah suatu sertifikat hasil penilaian kelayakan 
konstruksi bangunan dan pemenuhao kebutuhan fasilitas pendukungnya dari suatu 
bangunan yang telah dikeluarkan izin mendirikan bangunannya dalam jangka waktu 
tertentu bagi bangunan non rumal, tinggal dengan konstruksi Jebih dari 2 (dua) Jantai ; 

17. Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang 
ditetapkan dalam rencana kota yang merupakan tempat batas untuk pendirian pagar 
baoguoan; 

J 8. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak bolch 
dilampaui oleh denah bangunan kearah GS.I yang ditetapkan dalam rencana kota ; 
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19. Pcrpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan 
yang scsuai dengan rencana kota ; 

20. Pedoman Teknis adalah acuan 1eknis yang merupakan penjabaran lebih lanjot dari 
peraturan pemeriotah dalam bentuk ketentuao teknis penyelenggaraan bangunan 
gedung. 

21. Standar Teknis adalab standar yang dibakukan sebagai standar tata earn, standar 
spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun 
standar intemasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung; 

22. Pemohon adalah orang atau badan hukum , kelompok orang, atau perkumpulan yang 
mengajukan pennohonan Izin '.'vfendirikan Bangunan Gedung kepada pemerintah 
Kota. 

23. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau 
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung; 

24. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemili.k bangunan gedung dan/ atau bukan 
pemilik bangunan gedung beroasarkan kesepakatan dcngan pemilik bangunan gedung, 
yang mcnggunokon dan/ntau mengelola hangunan gedung atau bagian bangunan 
gedung sesuai dcngan fungsi yang ditetapkan; 

25. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai 
dasar pemenuhan tingkat persyaratan admi~ :ltif dan persyaratan teknisnya; 

26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik li,!ll>il pekerjaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, 
yang berfungsi sebagai tempat maousia melakukan kegiatannya, baik ata.u hunian; 

27. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk 
kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus , yang dalam pembangunan 
dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memili.ki 
kompleksitas te.rtentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat 
dan linglrungannya; 

28. Bangunan Gedung Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untik 
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan 
budaya; 

29. Bangunan Gedung Dengan Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya 
mempw1yai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingao nasional, atau yang 
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau 
mempunyai resiko tinggi; 

30. Lingkunga,tl Bangunan Gedung adalah lingh-ungan di sckitar bnngunnn gedung ynng 
menjadi pertimbangan penyelenggaraan baogunan gedung baik dari segi sosial, 
budaya, maupun dari segi ekosistem; 

31. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTR W) Kota adalah hasil perencanaan tata ruang 
wilayah kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 

32. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah penjabaran dari 
rencana tata ruang wilayal1 kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan; 

33. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan adalah panduan rancang bangun suatu 
kawasan untuk mengendalikan pemanf&atan ruang yang memuat rencana program 
bangunan dan lingkungao, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana, pedoman pengendalian rencana, dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan; 

34. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan 
lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kota pada lokasi tertentu; 

35. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh Jantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan /daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan; 

36. Koefisien lantai bangunan (KLB) adalab angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh lantai bangunan gedung dan lua5 tanah perpe1akan/da~rah perel1canaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencan tata bangunan dan I ingkungan; 

37. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalab angka persentase perbanding3Jl antara luas 
seluruh ruang terbuka di luar bangu.nan gedung yang diperuntukkan bagi 
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 
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38. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase berdasarkan perbandiogan 
antam luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 

39. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar leknis bangunan gedung dan 
kelengkapannya yang mengikuti tahapan prnrencana, pengembangan rencana dan 
penyusuoan garnbar kerja yang lerdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, 
rencana mekanikal/elektrikal, rencana lata ruang luar, tala ruang dalam/interior serta 
rencana spesifikasi leknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis peodukung 
sesuai pedoman slandar leknis yang berlaku; 

40. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang 
disusun secara tertulis dao profesional lerkait dengan pemenuhan persyaratan leknis 
bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun 
pembongkatan bangunan gedung; 

4 I. Persetujuan Rencana Teknis adalah pemyataan tertulis tentang lelah dipenuhinya 
seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah 
dinilai/dievaluasi; 

42. Pcngesahan Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan 
tanda taogan pejabata yang berwenang se~ stempel/cap resmi, yang menyatakan 
kelayakan dokwnen y.mg dimaksud dalarn P'l-'r"tujuao tertulis atas pemenuhan seluruh 
persyaratan dalam rencana tenis bangunau-.gedung dalam bentuk izin mendirikan 
bangunan gedung; 

43. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegialan pembanguoan yang meliputi 
proses perencanaan lekois dan pelaksaoaan konstruksi, serta kegialan pemanfaatao, 
pelestarian clan pembongkaran bangunan gedung; 

44. Pemcliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana 
dan sarananya agar bangunan geduog selalu laik fungsi; 

45. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung 
tetap laik fungsi; 

46. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan 
memperbaiki, memulihkan kembali banguoan gedung kebeotuk aslinya; 

47. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan 
gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebul sesuai 
dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikeheodaki; 

48. Pembinaan pcnyclcnggaraan bangunan gcdung ndalah kegiatan pengaturan, 
pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang 
baik sehingga setiap penyelenggar:aan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan 
tercapai keandalan banguoan; 

49. Tim ahli bangunan adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait deogan 
penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam 
proses penelitian dokumen reocana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga 
untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan baogunan 
gedung tertentu yang susuoan anggotaoya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan 
denga kompleksilas bangunan gedung tertentu lersebut; 

50. lnstansi teknis Pembina penyelenggaraan ban~'1.1Ilan gedung di daerah adalah dinas 
atau bidang yang meyelenggarakan urusan pemeriotahan di bidang bangunan gedung 
di kola; 

5 I. Retribusi Izin Meodirikan Bangunan selaajutnya disebul Retribusi adalah biaya yang 
dipungut alas pemberian lzin Mendirikan Bangunan; 

52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesiooal 
berdasarkan sualu standar pemcriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhao 
kewajiban rctribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undaugan retribusi daerah. 

53. Penyidikan Tindal< Pidana dibidang perizinan bangunan adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya d.isebut 
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membual 
lerang Tindak Pidana dibidang perizinan bangunan yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
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BABil 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

Bagian Pertama 

Perizinan 

Pasal2 

(I) Setiap kegiatan membangun bangunan dalam Daerah, wajib memiliki IMB terlebih 
dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; 

(2) IJ\,ffi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk: 
a. Mcndirikon bangunno bnru beserta prasarananya ; 
b. Mendirikan bangunan tam.bahan clan mengubah bangunan yang sudah ada; 
c. Merubah, merawat sebagian atau ; e!uruh bangunan yang sudah ada sesuai 

dengan peruntukannya ; • 
d. Pelestarian dan atau pemugaran bM:,.'llllan. 

• 

Pasal3 

(I) Untuk mendapatkan 1MB sebagaimana dima'ksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemohon 
terlebih dahu!u harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Walikota 
melalui Dinas Tata Kota. 

(2) Tatacara dan persyaratan yang barus dilengkapi oleh Pemohon untuk mendapatkan 
1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal4 

( 1) Pennohonan L\IB ditangguhkan penyelesaiannya, apabila Perno hon tidak 
melengkapi atau memenuhi persyaratan teknis dan admin.istrasi dalam jangka waktu 
yang ditctapkan. 

(2) Apahila terjadi sengketa yang berhubungan dengan persyaratan IMB, penyelesaian 
permohonan i:zin dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa. 

(3) Penangguhan penyelesaian L\11B sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), 
diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan disertai alasan. 

Passi 5 

Permohonan 11\,ffi ditolak dalam hal : 

a Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; 
b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang rencana kota ; 
c. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan lzin Mendirikan Bangunan (1MB) 

Dan Kewajiban Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 

Pasal 6 

(I) Pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dimulai oleh pemoho:i setelah surat 
IMB ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; 
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(2) Dalrun hal terjadi perubahan bentuk dan ukuran bangunan yang sedang 
dilaksanakan pembangunannya, maka pemilik bangunan berkewajiban untuk 
merevisi 1MB kepada Walikota; 

(3) Bagi bangunan yang sedang direvisi lMB-nya, pekerjaan mendirikan bangunan 
dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan peraturan yang berlaku 
bersrunaan dengan proses IMB-nya. 

(4) Bagi bangunan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota, pekerjaan mendirikan 
bangunan dapat dimulai oleh Peroohon setelah dilakukan pembayaran retribusi 
1MB; 

Pasal 7 

(I) Pelaksanaan pendirian bangunan harus sesuai dengan IMB yang dikeluarkan; 
(2) Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pcmcgang 1MB agar mcnutup 

persil tempat kegiatan dengan pagar pengaman sesuai ketentuan yang berlaku dan 
memasang papan-papan petunjuk yang memuat keterangan tentang IMB atas 
bangunan tersebut; 

(3) Bilamana terdapat sarana dan atau pras:f~a kota yang terkena atau mengganggu 
rencana pembangunan, pelaksanaan pe,.:indahan atau pengamannya tidak boleh 

• dilakukan seodiri tetapi harus dikerjakan oleh pihak yang 'berwenang atas biaya 
pemegang 1MB. 

Pasal 8 

(1) Selama pelaksanaan kegiatan mendirikan baogunan, pemilik 1MB atau pelaksana 
bangunan harus menjaga keamanao, keselamatan bangunan dao lingkungan serta 
tidak boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat sekitarnya. 

(2) Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB diwajibkan 
wttuk menempatkan IMB beserta lrunpirannya ditempat pekerjaan agar setiap saat 
petugas dapat membuat catatan tentang basil pemeriksaan umum yang dilakukan; 

(3) Pemegang IMB diwajibkan mempcrkcnankan pctugas-pctugas yang akan 
melaksanakan pemeriksaan bangunan; 

(4) Pemegang IMD diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota tentang 
saat selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB setelah 
pekerjaan tersebut selesai untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi bangunan. 

(5) Pemilik, pelaksana dan pengawas bangunan bertanggung jawab alas kesesuaian 
pelaksanaan terbadap ketentuan yang tercantum dalam izin. 

( 6) Segala kerugian pihak Jain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan membangun, 
menjadi beban dan tanggung jawah penuh pemilik, perencana, pemborong dan 
pengawas hangunan. 

Bagian Kctiga 

Peogawaiao atas Pelaksanaao 1MB 

Pasal9 

(I) Walikota Berwenang untuk melakukan pengawasan pclaksanaan pekcrjaan
pekerjaan bangunan yang dalam hal ini dilaksanakan oleb petugas yang dilcngkapi 
dengan tanda bukti diri berupa kartu tanda pengenal dan atau surat tugas; 

(2) Pctugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berwenaog untuk : 
a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan 

setiap saat; 
b. Memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku; 
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c. Memerintahkan untu.k menyingkirkan bahan-bahan bangunan )'Rllg dilarang 
untu.k digunakan dan atau alat-alat yang dianggap mengganggu dan atau 
membahayakan keselamatan umum; 

d. Memberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan, apabila 
berdasarkan basil pemeriksaan dimaksud pada Pasal ini temyata diketahui 
pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan 1MB yang berlaku; 

e. Melaksanakan pemanggilan dan atau penyidikan terhadap pelanggaran 
pelaksanaan mendirikan bangunan, untu.k diproses lebih lanjut sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

(3) Pemegang IMB div..'lljibkan untu.k menghentikan pekerjaan mendirikan bangunan, 
apabila telah mendapat Surat Perintah Penghentian Pekerjaan yang dimaksud pada 
ayat (2) huruf d; 

(4) Prosedur dan tata cara pengawasan pelaksanaan bangunan diatur lebih lanjut oleh 
Walikota. 

Bagian Keempat 
Pembekuan dan Pencabutan serta Pembatalan Izin ,. 

PasaJ r' 
-(1) Walikota dapat mcmbekukan 1MB apabila dikemudian hari temyata ada sengketa, 

pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun; 
(2) Pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan atau penyelesaian setelah 

diberi peringatan ke-3 atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
(3) Pembekuan IMB sebagaimana di.maksud pad a ayat (l ), diberitahukan secara tertulis 

kepada pernilik 1MB dengan disertai alasan; 
( 4) Pemilik 1MB diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis 

kepada Walikota pembukt.ian penyelcsaian sengketa dan mematuhi ketentuan atas 
pelanggaran atau kesalahan tcknis dalrun membangun; dan 

(5) Apabila pcrnilik 1MB telah menyelesaikan sengketa, mematuhi ketentuan dalam 
membangun, Walikota mencabut surat pembekuan secara tertulis kepada 
pemilik 1MB. 

Pasal 11 

(1) IMB dapat dibatalkan atau dicabut apabila : 
a. dikemudian hari temyata keterangan atau lampiran persyaratan perrnohonan 

1MB yang diajukan palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya; 
b. pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan tidak sesuai dengan ll\,IB serta 

ketentuan lain yang berlaku; 

(2) Terhadap bangunan yang telah dicabut IMB-nya, 6 bulan terhitung sejak 
pencabutannya dan tidak ada penyelesaian lanjutan, maka bangunan harus 
dibongkar sendiri atau dibongkar paksa oleh petugas dengan biaya pemilik 
bangunan; 

(3) Pembatalan atau pencabutan dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleb Walikota atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

BABID 
KETENTUAN TEKNIS MENDIRIKAN BANGUNAN 

Bagian Pertama 
Keterangan Rencana Kota 

Pasall2 

(I) Kepada setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan 1MB 
wajib mempunyai Keterangan Rencana Kota untuk lokasi yang bersangkutan; 
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(2) Keterangan Rencana Kota unruk lokasi yang bersangkutan tersebut berisi 
ketentuan-ketentuan meliputi: 
a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersanglmtan; 
b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; 
c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang 

diizinkan, apabila membangun cli bawah permukaan tanah; 
d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang cliizinkan; 
e. KDB maksimum yang diiizinkan; 
f. KLB maksimum yang diiizinkan; 
g. KOH minimum yang diwajibkan; 
h. KTB maksimum yang diiizinkan; 
1. Jaringan Utilitas Kota; dan 
j. Keterangan lainnya yang terkait. 

(3) Keterangan Rencana Kota digunakan sebagai dasar rencana teknis bangunan; 
(4) Pedoman teknis Keterangan Rencana Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikoi.a 

Bagi.an K d•Ja 
• 

Percncana, Pelaksana dlp Pengawas Bangunan 

Pasal 13 

(I) Bangunan non rumah tinggal dengan luas bangunan Jebib dari 300 m• dan atau 
dengan ketinggian lebih dari 2 lantai harus dilaksanakan olch Konsultan Perencana, 
Pelaksana dan Pengawas Bangunan yang memiliki izin dari Walikota; 

(2) Untuk memperoleh izin Walikota sebagaimana climaksud pada ayat (I), konsultan 
perencana, pelaksana dan pengawas harus mcngajukan permohonan secara tertulis 
kepada Walikota; 

(3) Prosedur dan tata cara pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 14 

( 1) l:langunan yang didirikan barus meroperhatikan persyaratan rcucana kota. 
(2) Setiap bangunan yang menimbulkan daropak terhadap lingkungan yang 

roeogganggu harus dilengkapi dengan kajian lingkungan. 

(3) Walikota dapat memberikan kelonggaran dan menetapkan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), meliputi: 
a Teras terbuka (tidak pakai Liang) 
b. Balkon 
c. Luifel 
d. kanopi 
e. Tritisan atap 
f. Arkade 

Pasal 15 

Bangunan yang boleh me!ampaui GSB adalah : 
a. Rumab jaga 
b. Gapura (pintu gerbang) ; 
c. ATM 
d. Genset a.sat tidak berada di trotoar/sirkulasi umum dan menggangu kenyamanan 

orang lain/ketertiban ; 
e. Monumen ; dan 
f. Bangunan reklame. 
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Pasal 16 

(I) Dalam ha! membangun bangunan layang cliatas jalan umum, saluran dan/atau sarana 
lainnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota. 

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tidak boleh mengganggu kelancaran 
arus lalu lintas kendaraan, orang dan barang, tidak mengganggu dan merusak sarana 
kola maupun prasarana jaringan kola yang berada clibawah atau diatas tanah, serta 
tetap memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan. 

Pasal 17 

Bangunan yang akan dibangun di bawah tanah melintasi sarana kota harus mendapat izin 
Walikota dan memer:mhi persyaratan : 

a. Tidak mengganggu fungsi prasarana (jaringan kota) dan sarana kota yang ada ; 
b. Sirkulasi udara dan pencahayaan harus memenuhi persyaratan kesehatan pada setiap 

jeois bangunan sesuai dengan fungsi bangunan ; dan 
c. Memiliki sarana khusus bagi keamanan d~ ~eselamatan pernakai banguoan . 

• 
Pasa? ,3 

Bangunan yang dibangun diatas atau di dalam air harus mendapat izin dari Walikota dan 
harus memenuhi persyaratan : 
a. Sesuai dengan rencana kota ; 
b. Aman terhadap pengaruh negatif pasang surut air ; 
c. Sirkulasi udara dan pencahayaan harus memenuhi persyaratan kesehallm pada setiap 

jenis bangunan sesuai dengan fungsi bangunan ; dan 
d. Ruangan dalam bangunan di bawah air harus memiliki sarana khusus bagi keamanan 

dan keselarnatan pemakai bangunan. 

Pasal t9 

(I) Bangunan yang didirikan harus berpedoman pad a ketinggian lingkungan bangunan 
yang ditetapkan dalarn rencana kota. 

(2) Walikota demi kepentingan umum tertentu dapat memberi kelonggo.ron dan batasan 
atas ketinggian bangunan pad.a lingkungan tertentu dengan memperhatikan 
keserasian lingkungan, KDB dan KLB serta keamanan terhadap bangunan. 

(3) Batasan atas ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2 ), pada daerah 
tertentu harus mendapatkan rekomendasi dari Inslansi terkait. 

Pasal20 

(I) Bagi daerah yang be.lum mempunyai rencana rinci/teknik ruang kota, Walikota dapaL 
rnemberikan persetujuan membangun bersyarat pada daeralt tersebut. 

(2) Apabila dikemuclian hari ada penetapan rencana teknik ruang kota, maka bangunan 
tcrscbut hams disesuaikan dengan rcncana kota yang ditetapkan. 

Pasal 21 

(1) Walikota dapat memberikan persetujuan izin bersyarat untuk mempertabankan jenis 
penggunaan lingkungan bangunan yang ada pada perumahan daerah perkampungan 
yang tidak teratur, sampai terlaksananya lingkungan peruntukan yang telah 
ditetapkan dalarn rencana kota 

(2) Pada lokasi yang sudah berdiri bangunan, Walikota dapat menetapkao JClllS 

bangunan tertentu yang bersifat sementara, dengan memberikan persetujuan 
membangun bersyarat 
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(3) Pada lokasi tertentu, Walikota dapat menetapkan jenis bangunan tertentu yang 
bersifat sementara, dengan mempertimbangkan segi keamanan, pencegahan 
kebakaran dan sanitasi lingkungan. 

Pasal 22 

(I) Liogkungan bangunan pada daerah yang rencana kotanya belum dapat diterapkan, 
untuk sementara masih diperkenankan mempertahankan peruntukao dan/atau jenis 
penggunaannya yang ada, sejauh tidak mengganggu kepentingan umum dan 
kese.rasian kota 

(2) Bangunan yang ada dalam lingkungan yang mengalami petubahan rencana kota, 
dapat melakukan perbaikan sesuai dengan perontukan. 

(3) Apabila di kemudian hari ada pelaksanaan rencana kota, maka bangunan tersebut 
harus disesuaikan dengan rencana kota yang ditetapkan. 

( 4) Pada lingkungan bangunan tertentu, dapat dilakukan perubahan penggunaan jenis 
bongunon yang odo, sclama masih SC$u,u dcngan golongau perw1lukun rencana kota, 
dengan tctap memperbatikan keamanan, keselamatan, kesehatan serta gangguan 
terhadap lingkungan dao kelengkapan , •asi[jtas serta utilitas sesuai dengan 
penggunaan barn. • 

' • 
Pasal 23 

(I) Walikota dapat menetapkan suatu claerah sebagai daerah bencana, dnerah bnnjir dan 
sejenisnya. 

(2) Pada daerah bencann sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Walikota dapat 
menetapkan larangan membangun atau menetapkan tata cara mcmbangun dengan 
mempcrtimbangkan kearnanan dan kesehatan lingkungan. 

Pasal 24 

(1) Walikota dapat menetapkan lingkungan bangunan yang mengalami kebakaran 
sebagai daerah tertutup dalam jangka waktu tertentu dan/atau membaiasi, melarang 
membangun didnerah tersebut. 

(2) Bangunan-bangunan pada lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ay<1t (1 ), dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesebntan, 
diperkenankan mengadakan perbaikan clarurat, bagi baogunan yang rusak atau 
membangun banguoao sementara untulc kebutuhan darurat dalarn batas waktu 
penggunaan tertentu dan dibebaskan dari izin. 

(3) Walikota dapat menentukan daerah sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasa! ini, 
sebagai daerah peremajaan kota. 

Bagian Ketiga 

Rencana Teknis Bangunan Gedung 

Pasal 25 

(1) Rencana teknis ban gun an gedung meliputi : 
a. Data umum bangunan gcdung memuat informasi adalah : 

Fungsi/klasifikasi bangunan gedung; 
Luas lantai dasar bangunan gedung; 
Total luas lantai bangunan gedung; 
Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; clan 
Rencana Pelaksanaan. 

b. Gambar rancangan arsitektur, terdiri alas garnbar site plan I situasi, denah, 
tampak, potongan, dan spesifikasi w.numjinishing bangunan gedung; 
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c. Gambar rancangan stru1'.'tllr, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), 
struktur atas, termasuk struktur atas, dan spesifikasi umum strulctur bangunan 
gedung (bagi bangunan tertentu); 

d. Gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektri.kal), terdiri atas gambar 
sistem utilitas (mekanilcal dan elektri.kal), gambar sistem pencegahan dan 
pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum 
utilitas bangunan gedung (bagi bangunan tertentu); 

e. Spesifikasi umum bangunan gedung; 
f. Perhitungan stroktur untuk bangunan gedung 2 ( dua) lantai atau lebih dan atau 

bentang struktur lebib dari 6 m. 

(2) Kelengkapan minimal dokumen rencana teknis bangunan gedung yang disyaratkan 
dalam permohonan izin mendirikan bangunan (PR,,IB) disesuaikan dengan 
penggolongan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Bagillll Keempat 

Perubaban Rencana Teknis Dalam J-11,hap Pelaksanaan Konstruksi 

Pasa1 ll.6 

Perubahan rencana teknis dalam tabap pelaksanaan konstruksi meliputi : 
a Perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavlinglpersil yang tidak sesuai dengan 

rencana teknis, dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanab yang 
tidak dapat diubah/dipindallkan berupa jaringan infrastruktur/prasarana, seperti kabel, 
saluran, dan pipa; 

b. Perubahan akibat perkembangan kebutuban pemilik bangunan gedung, meliputi : 
penampilan arsitektur, perlua~an, atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan/atau 
tata ruang-dalam; dan 

c. Perubahan fungsi atas pennintaan pemilik/pemohon. 

Pasal 27 

Proses administrasi perubahan perizinan meliputi : 
a. Perubahan rencana tek.ni.s yang dilakukan untuk penyesua.ian dengan konclisi 

lapangan dan tidak mempCllgaruhi sistem struktur, dituangkan dalam as built 
drawings; 

b. Perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, 
dan utilitas (mekanikal dan elektrikal), harus melalui permohonan baru/revisi IMB; 

c. Perubahan rencana teknis, karena perubahan fungsi harus melalui proses 
permohonan baru/revisi 1MB dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan 
gedung untuk IMB. 

BABIV 

SERTIFIKA T LAIK FUNGSI 
DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

Pasal 28 

(I) Sertifikat Jaik fungsi bangunan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Walikota 
untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif 
maupun teknis sebelum pemanfaatannya atau pengecekan kembali kelaikan suatu 
bangunan untuk perpanjangan laik fungsi baogunan; 

(2) Pedoman teknis tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung pembinaan dan ketentuan lain diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 
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BABY 

KETENTUAN RETRIBUSI TZIN J\,fENDlRIKAN BANGUNAN 

Passi 29 

(]) Untuk setiap penerbitan 1MB dikenakan retribusi. 
(2) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

(1) 

(2) 

(3) 

BAB VI 

PENYIDIK.A.N 

Passi 30 

Penyidilcan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakuk8.J.J oleh Penyidik 
sebagiamana diatur dalam Kitab UndangJ ndang Hukum Acara Pidana. 
Selain Penyidik tersebut sebagaimana 1?ai<sud pada ayat (1), Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kb,.! diberi kewenang/ill untuk melakukao 
penyidikan atas pelanggaran Peraturan 6aerah ini; 
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah: 
a. Menerima Japoran atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak 

pidana pelanggaran terhadap perizinan penyelenggaraan bangunan; 
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu di tempat kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. Memanggi I orang untuk di den gar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlu.kan dalam bubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikao setelah mendapat petunju.k dari penyidik 

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindnk pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukru, ha! tersebut 
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; 

1. Mengadakan tindakan Iain menurut hu.kum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB VII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal31 

(I) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, 
Pasal 17 clan Pasal 18 dalam Peraturan Daerab ini, diancam dengan hukuman 
pidana kurungan pal.ing lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah); 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimkasud pada ayat (I) dan ayat (2), adalah 
pelanggaran 

BAB VIII 

K.ETENTUANPERALIHAN 

Pasal 32 

Dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak bedakunya Peraturan Daerab ini, 
penyelenggaraan 1MB dan Plat harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan 
Peraturan Daerah ini. 
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BABIX 
PENUTUP 

Pasal 33 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 29) beserta 
peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 34 

(1) Dinas Tata Kota sebagai lnstansi Teknis Pelaksana Peraturan Daerah ini; 
(2) Hal-ha! yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Pcraturan 

Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akao ditetapkan lcbih 
ltmjut olch Walikota. 

Pasal 35 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ~f,.,gal diundangkan. 

-Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. 

Oll!ndangkan di 1"1J1mb1ng 
Pnda t•nggal ~ • ~ ~ 2010 

IS OAEllAH 
MI AIIG 

:,. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal C. ::>uu 2010 

SANT ANA PUTRA 
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